WALIKOTA TANJUNGBALAI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 31 Tahun 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Menimbang :

Mengingat :

KOTA TANJUNGBALAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota

Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Kota Tanjungbalai, maka perlu ditindaklanjuti dengan
penyusunan kedudukan,Susunan Organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Tanjungbalai;

. bahwa uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada

huruf a adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan
meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Tanjungbalai;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan
Walikota.

. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1092);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
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Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang

perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan
(Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3763);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai nomor 6 tahun 2016

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN,
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNSGI SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
TANJUNGBALALI.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.

(1)

(2)

Daerah adalah Kota Tanjungbalai;

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;

Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungbalai;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Tanjungbalai yang selanjutnya disingkat DPRD;

Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tanjungbalai;

Rincian tugas adalah pembagian tugas pada setiap perangkat daerah yang
menjadi kewajiban setiap perangkat daerah untuk dilaksanakan dan
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Fungsi adalah kelompok usaha yang satu sama lainnya mempunyai
hubungan yang erat dalam melaksanakan tugas.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf Pertama
KEPALA DINAS

Pasal 2
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas
membantu Kepala Daerah dalam dalam melaksanakan urusan pemerintahan
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertamanan dan penerangan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, tata ruang,
pertamanan dan penerangan;
b. Pelaksanaan pelayanan umum bidang pekerjaan umum, tata ruang,
pertamanan dan penerangan;
c. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
d. Pengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan meliputi
1. Analisis, pembangunan, pemeliharaan dan evaluasi tugas dan fungsi
Sumber daya air, Bina marga, Keciptakaryaan
2. Analisis, pembangunan, pemeliharaan sarana umum serta penataan
ruang daerah
3. Analisis jasa konstruksi



(3)

(1)

(2)

e. Pengoordinasikan pengawasan yaitu segala usaha dan kegiatan untuk
melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku,;

f. Penyelenggaraan unit pelaksana teknis di lingkungan dinas;

g. Pelaksanaan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan
tugas sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai bidang
tugas dan fungsinya;

i. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota sesuai
standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan (2) pasal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
dibantu oleh :

Sekretaris;

Kepala bidang Sumber Daya Air (SDA);

Kepala bidang Bina Marga;

Kepala bidang Bangunan Gedung;

Kepala bidang Tata Ruang dan Pertamanan.
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Paragraf Kedua
SEKRETARIS

Pasal 3
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas
dalam membina ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, informasi public, pengawasan
keuangan serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Kepala
Dinas dan semua unsur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris

mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan wurusan ketatausahaan dan hukum, rumah tangga,
administrasi, perjalanan dinas, protokol dan hubungan masyarakat;

b. Penyiapan analisa kebutuhan, pengadaan administrasi dan inventarisasi
barang perlengkapan serta melakukan perawatan dan pemeliharaan;

c. Penyiapan bahan petunjuk umum dan teknis dibidang kepegawaian serta
memberikan pelayanan administratif kepegawaian;

d. Penyusunan anggaran keuangan, administrasi keuangan,
pertanggungjawaban serta laporan keuangan;

e. Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja
(Renja) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

f. Pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);



(3)

Pengoordinasian pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pengendalian
progam, evaluasi dan pelaporan;

Pengoordinasian pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penelitian,
pengembangan dan pengumpulan data;

Penyiapan data dan analisa perencanaan dalam rangka penyusunan
program kerja tahunan;

Penyiapan laporan kegiatan anggaran dan mengoordinasikan
pertanggungjawaban pelaporan,;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang
tugas dan fungsinya;

Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan (2) pasal ini, Sekretaris dibantu oleh :

a. kepala sub umum,perlengkapan dan kepegawaian;
b. kepala sub bagian program dan keuangan.
Pasal 4

Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai

tugas :

a. Melaksanakan urusan tata usaha termasuk administrasi surat serta
arsip ;

b. Melaksanakan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, dan
kerumahtanggaan;

c. Melaksanakan persiapan administrasi perjalanan dinas pegawai;

d. Meneliti konsep surat dan menyesuaikan dengan tata naskah yang
berlaku;

e. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);

f. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi
pelaksanaan tugas unit;

g. Mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan dan pelaksanaan
Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur
(SOP);

h. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

i. Melaksanakan penyiapan dan melakukan pengelolaan administrasi
perlengkapan dan peralatan kantor;

j- Menginventarisasikan barang-barang/perlengkapan asset pemerintah;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang

tugasnya;
Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas
kepada Sekretaris sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 5

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :
a. Melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan

anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan;



1)

(2)

5o

[y

Melaksanakan penyiapan dan melakukan pengelolaan administrasi
keuangan,;

Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

Melaksanakan persiapan usulan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk
diproses lebih lanjut;

Melaksanakan penyusunan laporan keuangan;

Melaksanakan penyusunan laporan bulanan;

Melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyiapan bahan
dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
Melaksanakan pengusulan, penyusunan, perumusan,
penginventarisasian program kerja tahunan untuk dibahas dalam
rencana pembangunan daerah;

Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;Penyusunan Rencana
Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD;

Penyiapan dan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);

Mengevaluasi data hasil pelaksanaan program kegiatan

Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan pengumpulan
data;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang
tugasnya;

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas
kepada Sekretaris sesuai standar yang ditetapkan.

Paragraf Ketiga
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR

Pasal 6

Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Kepala Dinas dalam bidang Sumber Daya Air / Pengairan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

a.

b.

Penyusunan teknis pembangunan pengairan dan irigasi yang menjadi
kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pelaksanaan program pemeliharan yang menjadi kewenangan sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman bagi masyarakat akan
manfaat pembangunan sehingga dapat turut serta dalam menjaga dan
melestarikan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang
tugas dan fungsinya;

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan;



(3)

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan (2) pasal ini, Kepala Bidang Sumber Daya Air dibantu oleh :

a.
b.
C.

Kepala seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
Kepala seksi Pelaksanaan;
Kepala Seksi Operasi Dan Pemeliharaan.

Pasal 7

Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas :

a.

b.

Mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan rencana bidang
Sumber Daya Air yang ada di wilayah Kota Tanjungbalai;

Membuat usulan-usulan untuk pembangunan dan pengembangan
kegiatan bidang Sumber Daya Air;

Mengevaluasi dampak dan hasil dari setiap pelaksanaan kegiatan yang
berkaitan dengan kegiatan Sumber Daya Air;

Melaksanakan penyusunan kegiatan dari hasil survey bidang Sumber
Daya Air;

Melaksanakan pembuatan design gambar usul rencana kegiatan;
Melaksanakan koordinasi dengan seksi terkait lainnya dalam hal
membuat design dan anggaran biaya kegiatan yang direncanakan;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber
Daya Air sesuai bidang tugasnya;

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas
kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 8

Kepala Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas :

a.

b.

e

Melakukan pembangunan dan pelaksanaa bidang Sumber Daya Air yaitu
jaringan drainase primer, irigasi, dan anak sungai;

Melaksanakan  pembinaan latihan dan penyuluhan pengairan,
pemantauan evaluasi pemanfaatan serta dampak pembangunan
pengairan;

Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sumber daya air;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya,;

Melaksanakan pemeliharaan terhadap bangunan-bangunan fisik yang
berada dilingkungan bidang Sumber Daya Air;

Melaksanakan sistem pengoperasian bangunan-bangunan yang berada di
lingkungan Bidang Sumber Daya Air;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber
Daya Air sesuai bidang tugasnya;

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas
kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai standar yang ditetapkan.



Pasal 9

Kepala Seksi Operasi Dan Pemeliharaan mempunyai tugas :

a.

b.

Melaksanakan pemeliharaan terhadap bangunan-bangunan fisik yang
berada dilingkungan bidang Sumber Daya Air;

Melaksanakan sistem pengoperasian bangunan-bangunan yang berada di
lingkungan Bidang Sumber Daya Air;

. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya

Air sesuai bidang tugasnya,;

. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas

kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai standar yang ditetapkan.

Paragraf Keempat
KEPALA BIDANG BINA MARGA

Pasal 10

(1) Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Kepala Dinas dalam bidang bina marga.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang bina marga mempunyai fungsi :

a.

b.

Pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan
kewenangan

Pelaksanaan teknis dan operasional peralatan, pemeliharaan dan
perawatan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang
tugas dan fungsinya

Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan (2) pasal ini, Kepala Bidang Pengairan dibantu oleh :

a.
b.
C.

Kepala seksi Perencanaan Teknik Dan Evaluasi;
Kepala seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan;
Kepala seksi Peralatan Dan Pemeliharaan.

Pasal 11

Kepala Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi mempunyai tugas :

a.

e

Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program
pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan perawatan jalan / jembatan
dan sarana — prasarananya,;

. Menyusun desain awal konstruksi, perhitungan kekuatan konstruksi,

rencana biaya/estimasi biaya pembangunan dan pemeliharaan jalan,
jembatan, dan sarana — prasarananya;

Mengelola data base tentang jalan, jembatan dan sarana — prasarananya
Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap status dan manfaat jalan,
jembatan dan sarana — prasarananya serta penanggulangan kerusakan
akibat bencana;



(1)

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga
sesuai bidang tugasnya,;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas
kepada Kepala Bidang Bina Marga sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 12

Kepala Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas :

a.

b.

C.

Melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana
prasarana jalan, , jembatan, dan saran —prasarananya,;

Menyiapkan dokumen tentang penetapan fungsi jalan dan jembatan
serta status jalan dan jembatan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan
pembangunan, rehabilitasi dan perawatan jalan / jembatan;
Melaksanakan kegiatan penelitian/survei harga dan jenis bahan yang
dipergunakan;

Melaksanakan pembuatan perbaikan dan pembangunan jalan / jembatan
baru;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga
sesuai bidang tugasnya,;

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas
kepada Kepala Bidang Bina Marga sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 13

Kepala Seksi Peralatan Dan Pemeliharaan mempunyai tugas :

a.

b.

C.

d.

i)

Menyusun secara teknis penggunaan peralatan yang berada di lingkungan
bidang bina marga;

Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan agar siap pakai;
Melaksanakan inventarisasi seluruh peralatan milik pemerintah dibawah
pengawasan dinas;

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan
peralatan;

. Melaksanakan pengusulan kebutuhan spare part peralatan yang

dibutuhkan;
Menerbitkan surat perintah pemakaian/penggunaan peralatan;

. Melaksanakan pembuatan laporan pemakaian peralatan;
. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga

sesuai bidang tugasnya;
Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas
kepada Kepala Bidang Bina Marga sesuai standar yang ditetapkan.

Paragraf Kelima
KEPALA BIDANG BANGUNAN GEDUNG

Pasal 14

Kepala Bidang Bangunan Gedung mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Kepala Dinas dalam bidang Bangunan Gedung.
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(2)

(3)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1), Kepala
Bidang Bangunan Gedung mempunyai fungsi :

a.
b.

C.

d.

pelaksanaan program gedung dan rumah negara;

pelaksanaan operasional dan pemelihataan bangunan gedung dan rumah
Negara;

mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan, pemeliharaan
bangunan gedung dan rumah Negara;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang
tugas dan fungsinya;

pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan (2) pasal ini, Kepala Bidang Bangunan Gedung dibantu oleh :

a.
b.
c.

kepala seksi Perencanaan Dan Pengendalian;
kepala seksi Tata Bangunan Gedung;
Kepala seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung.

Pasal 15

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas :

a.

b.

melaksanakan  penyusunan rencana  teknis dan = operasional
pembangunan gedung dan rumah Negara;

menyusun desain awal konstruksi, perhitungan kekuatan konstruksi,
rencana biaya/estimasi biaya pembangunan dan pemeliharaan bangunan
gedung dan rumah Negara sesuai dengan pedoman teknis pembangunan
gedung dan rumah Negara;

melaksanakan penelitian, analisa dan verifikasi perencanaan konstruksi
yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Satuan Kerja di
luar perangkat daerah;

melaksanakan kegiatan penelitian/survei harga dan jenis bahan
bangunan yang dipergunakan;

Mengadakan pemantauan dan evaluasi kondisi perkembangan bangunan
gedung dan rumah Negara;

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan usulan
kegiatan bangunan gedung dan rumah Negara;

membuat usulan kegiatan-kegiatan bangunan gedung dan rumah negara
sesuai dengan prioritas;

melaksanakan bantuan teknis perencanaan pembangunan gedung,
perbaikan dan rehabilitasi gedung pemerintah;

melaksanakan pengelolaan dan bimbingan teknis inventarisasi dan
evaluasi pada pelaksanaan jasa konsultansi maupun jasa konstruksi
dalam tugas-tugas keciptakaryaan;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bangunan
Gedung sesuai bidang tugasnya;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas
kepada Kepala Bidang Bangunan Gedung sesuai standar yang ditetapkan;
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Pasal 16

Kepala Seksi Tata Bangunan Gedung mempunyai mempunyai tugas :

a.

b.

menyusun rencana Seksi Tata Bangunan sesuai dengan rencana kerja
Dinas;

Melaksanakan pembangunan gedung dan rumah negara serta sarana
prasarananya milik Pemerintah Daerah serta kelengkapannya yang efisien
dan secara fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung;

menentukan penilaian penafsiran harga bangunan gedung dan
merumuskan kekuatan bangunan untuk perkantoran serta bangunan-
bangunan tempat umum lainnya dan menyediakan pedoman harga
standard bangunan gedung negara di kota;

Melaksanakan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin
kehandalan teknis dan konstruksi bangunan gedung dari segi
keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan sesuai dengan
pedoman umum rencana tata bangunan dan lingkungan;

Menyimpan data dan gambar prototype bangunan dan rumah Negara;
melaksanakan rapat teknis dan konsultasi dengan intansi terkait untuk
mendapatkan kesepakatan dalam pembuatan usulan kegiatan bangunan
gedung dan rumah Negara;

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan,
bangunan gedung dan rumah negara yang sedang dilaksanakan;
membuat usulan kegiatan-kegiatan perumahan dan bangunan gedung
sesuai dengan prioritas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bangunan
Gedung sesuai bidang tugasnya;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas
kepada Kepala Bidang Bangunan Gedung sesuai standar yang ditetapkan;

Pasal 17

Kepala Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung mempunyai mempunyai
tugas :

a.

melaksanakan teknis pemeriksaan berkala bangunan gedung dan rumah
Negara serta pendataan gedung dan rumah negara yang menjadi asset
dan kewenangan daerah bekerjasama dengan SKPD yang membidangi
asset daerah;

melakukan rehabilitasi, perawatan bangunan gedung dan rumah negara
serat kelengkapannya yang sudah dilaksanakan;

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi,
perawatan bangunan gedung dan rumah negara yang sedang
dilaksanakan;

melaksanakan survey dan pendataan terhadap daerah-daerah yang
membutuhkan prasarana dasar permukiman atau perbaikan prasarana
lingkungan;

menginventarisir kerusakan bangunan gedung dan rumah negara untuk
mendapatkan data sebagai bahan perencanaan rehabilitasi, perawatan
bangunan gedung dan rumah negara serat kelengkapannya;
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(1)

(2)

(3)

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bangunan
Gedung sesuai bidang tugasnya;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas
kepada Kepala Bidang Bangunan Gedung sesuai standar yang
ditetapkan.

Paragraf Keenam
KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PERTAMANAN

Pasal 18

Kepala Bidang Tata Ruang Dan Pertamanan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang Tata Ruang ,
Pertamanan , Peneranga Dan Jasa Konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1), Kepala
Bidang Tata Ruang Dan Pertamanan mempunyai fungsi :

a.

b.

melaksanakan penyusunan perencanaan penataan ruang kota dalam
rangka kegiatan dinas;

melaksanakan penyusunan evaluasi dan pengawasan penataan ruang
kota dalam rangka kegiatan dinas;

melaksanakan survey dan pemetaan tata ruang daerah dalam rangka
pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah;

mengadakan penelitian dan pengemba;ngan dalam rangka pemanfaatan
dan pengendalian tata ruang daerah

menetapkan  kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang
kawasan/lahan wilayah dalam rangka pemanfaatan dan pengandalian
tata ruang;

melaksanakan penyusunan rencana pembinaan dan rencana kegiatan
oprasional pelaksanaan urusan dibidang jasa konstruksi;

melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka perumusan kebijakan
teknis di bidang pertamanan dan penerangan jalan umum;

melakukan penyunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dibidang
pertamanan dan penerangan jalan umum,;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang
tugas dan fungsinya;

pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan (2) pasal ini, Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Pertamanan dibantu
oleh :

a.
b.
C.

kepala seksi Tata Ruang dan Jasa Kontruksi;
kepala seksi Pertamanan;
Kepala seksi LPJU (Penerangan Jalan Umum).
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Pasal 19

Kepala Seksi Tata Ruang dan Jasa Kontruksi mempunyai tugas :

a.

Melaksanakan penelitian dan pemetaan sebagai bahan perencanaan dan
pengendalian pemanfaatan tata ruang Lkota dan dokumentasi
perkembangan tata ruang kota;

. Menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi Rencana Tata Bangunan

dan Lingkungan (RTBL);

menyiapkan bahan penerbitan keterangan atau rekomendasi teknis
dalam rangka pemanfaatan tata ruang kota;

Melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengendalian teknis dalam
penataan ruang untuk area bagunan gedung dan perumahan
berkoordinasi dengan Bidang terkait;

pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat tentang
tata ruang kota;

melaksanakan identifikasi bangunan yang tidak sesuai dengan Rencana
Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);

menyiapkan kegiatan penelitian dan analisa terjadinya pelanggaran atau
penyimpangan terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK),
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL);

melaksanakan monitoring dan pengendalian bangunan sesuai dengan
Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
menyiapkan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap pendirian
dan pemanfaatan bangunan serta teguran terhadap pelanggaran
pendirian dan pemanfaatan bangunan;

pelaksanaan kebijakan pembinaan,pengembangan sistem
informasi,peningkatan kemampuan teknologi serta pengawasan bidang
jasa konstruksi;

penyusunan rencana pembinaan dan rencana kegiatan oprasional
pelaksanaan urusan dibidang jasa konstruksi;

. pengkordinasian rencana pembinaan dan rencana kegiatan oprasional

pelaksanaan urusa dibidang jasa konstruksi terhadap satuan-satuan
kerja dan lembaga lainnya yang terkait;

melaksanaan Inventarisasi, identifikasi , pembinaan pengendalian dan
pengawasan dibidang jasa konstruksi;

. pelaksanaan rencana pembinaan dan rencana kegiatan oprasional

dibidang jasa konstruksi;

. pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan pertanggung jawaban

pelaksanaan kegiatan dibidang jasa konstruksi;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang
dan Pertaman sesuai bidang tugasnya,;
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S.

melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas
kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertamanan sesuai standar yang
ditetapkan;

Pasal 20

Kepala Seksi Pertamanan mempunyai tugas :

a.
b.

penyusunan rencana teknis dan kegiatan penyelenggaraan pertamanan;
pelaksanaan inventarisasi dan pendataan terhadap prasarana dan sarana
pertamanan serta fasilitas umum termasuk ruang terbuka hijau (RTH)
dan tempat pemakaman umum;

pelaksanaan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan prasarana dan
sarana pertamanan serta fasilitas umum pertamanan;

pelaksanaan pengadaan prasarana dan sarana penunjang pelaksanaan
dan pemeliharaan pertamanan;

pelaksanaan pembibitan guna menunjang kebutuhan pertamanan dan
pengjiauan kota;

pelaksanaan  pemeliharaan peralatan dan  perbengkelan  serta
penghapusan peralatan pertamanan;

pelaksanaan pembinaan, bantuan teknis, penyuluhan dan pemberdayaan
masyarakat di bidang pertamanan;

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan
maupun pemeliharaan kegiatan pertamanan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertamanan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang
dan Pertamanan sesuai bidang tugasnya,;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas
kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertamanan sesuai standar yang
ditetapkan.

Pasal 21

Kepala Seksi LPJU (Penerangan Jalan Umum) mempunyai tugas :

a.

b.

509

penyusunan rencana teknis dan kegiatan penyelenggaraan penerangan
jalan dan tempat umum;

pelaksanaan inventarisasi dan pendataan terhadap prasarana dan
sarana PJU;

pelaksanaan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan prasarana dan
sarana PJU;

pelaksanaan pengadaan prasarana dan sarana termasuk suku cadang
penunjang pelaksanaan pemeliharaan PJU;

pelaksanaan pengadaan prasarana dan sarana termasuk suku cadang
penunjang pelaksanaan pemeliharaan PJU;

pengoperasionalan dan pengaturan penggunaan PJU;

pelaksanaan pembinaan, bantuan teknis, penyuluhan di bidang PJU;
pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan perbengkelan serta urusan
penghapusan peralatan PJU;

penyiapan rekomendasi teknis ijin pemasangan PJU;
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j- perencanaan dan pemeliharaan PJU;

k. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan
maupun pemeliharaan kegiatan PJU;

l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang PJU

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang
dan Pertamanan sesuai bidang tugasnya;

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas
kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertamanan sesuai standar yang
ditetapkan.

Paragraf Ketujuh
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)

Pasal 22

Kepala UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) mempunyai tugas :

oo

= 0o

pemasaran Rusunawa;

penetapan mitra Rusunawa;

pemungutan pembayaran sewa Rusunawa;

menyediakan fasilitas Rusunawa antara lain listrik, air bersih dan pengelolaan
sampabh;

melakukan pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan secara teratur terhadap
seluruh elemen dan komponen satuan Rusunawa;

menjaga keamanan lingkungan, menempatkan tenaga satpam di komplek
Rusunawa dan menjalin kerjasama dengan mitra dan aparat keamanan;
mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur serta lestari bersama mitra;
menanggapi permintaan/keluhan atas laporan yang disampaikan oleh mitra;
memberikan penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang pencegahan,
pengamanan, penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan keadaan darurat
lainnya kepada mitra;

memberikan tempat layanan duka cita apabila ada yang meninggal dunia;
menyediakan 1 (satu) unit hunian untuk hunian darurat apabila terjadi
sesuatu pada unit yang ditempati mitra;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang
tugasnya;

. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada

Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.

Paragraf Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan
keahlian dan keterampilannya.
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(1)
(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

9)

Pasal 24
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 terdiri
dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan sesuai dengan keahliannya.
Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 25
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota dan wajib menerapkan
prinsip  koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi serta
pemberdayaan Sekretaris.
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana ayat (1),
mengadakan rapat kerja koordinasi dan mengevaluasi tugas-tugas Sekretaris
dan Kepala Bidang minimal 1 (satu) kali sebulan dan melaporkan kepada
Kepala Daerah.
Sekretaris dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas dan wajib membina Sub Bagian.
Sekretaris dalam memberdayakan masing-masing sub bagian mengadakan
rapat kerja minimal 2 (dua) kali sebulan dan melaporkan hasilnya kepada
Kepala Dinas.
Kepala Bidang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas dan wajib membina seksi-seksi.
Kepala Bidang dalam memberdayakan masing-masing Seksi mengadakan
rapat kerja minimal 2 (dua) kali sebulan dan melaporkan hasilnya kepada
Kepala Dinas.
Kepala Sub Bagian dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada
Sekretaris dan memberdayakan Pegawai Negeri Sipil yang ada dibawahnya.
Kepala Seksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang dan memberdayakan Pegawai Negeri Sipil yang ada
dibawahnya.
Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

(10) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan

diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan
kebijakan lebih lanjut
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BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh
Walikota.
(2) Peraturan ini akan dievaluasi minimal sekali dalam 2 (dua) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 28 Desember 2016

WALIKOTA TANJUNGBALAI
ttd
M.SYAHRIAL

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA
ttd

ABDI NUSA

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2016 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKO TANJUNGBALAI

ttd

PATWAR NUR, SH,MH
Pembina TK.I
Nip.19590812 198903 1 005
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